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Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Asas fiksi hukum (presumptio lures de
lure) adalah prinsip penting dalam

. ) sistem hukum nasional, di mana
JDIH merupakan sistem nasional yang : _
) ) ] setiap warga negara dianggap
berfungsi menyediakan dokumentasi . )
mengetahui hukum sejak

hukum vyang tertib, terpadu, dan

diundangkan. Namun, dalamp
berkesinambungan ) )

raktiknya, ketidaktahuan terhadap

peraturan masih menjadi alasan

utama terjadinya pelanggaran hukum.




* Penerapan asas fiksi hukum
tanpa disertai keterbukaan &
ketersediaan informasi hukum
berpotensi menimbulkan
ketidakadilan.

 Oleh karena itu, keberadaan

JDIH menjadi sangat relevan

Kementerian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal \

JDIH yang optimal akan:
1.Menjamin akses cepat & akurat
terhadap peraturan yg berlaku.

2.Meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat.
3.Memberikan dasar legitimasi bagi
penerapan asas fiksi hukum.
4.Mencegah kesenjangan
pengetahuan hukum antara
penyelenggara negara & warga
negara.




Kementerian Desa dan Pembangunan

ASAS FIKSI HUKUM
(IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT)

Daerah Tertinggal

Prinsip absolut dalam hukum positif

; . §
k3 .
Namun pendekatan Hukummateril & teon}(eadllan sosial menggarisbawahi bahwa dlmprakt|knya, _
hakim atau APH dpt mempertlmbangkan hambatan tsbt sbg alasan meringankan (alasan humanlsl atau

dim konteks administratif, dpt menjadi dasar utlke memperbaiki sistem pelayanan hukum.*
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@ KEMENDESA Produk Hukum  BeritaJDIH  Tentang Kami

TERBARU  Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strat al Percepatan Pemb

Produk Hukum Terpopuler  Produk Hukum Terbaru

Jenis Produk Hukum J———

Nomor Produk Hukum
Tahun Produk Hukum

nan Daerah Terting
mana diharaj ari JDIH ini mempermudah kebutuhan akan
ocluk Hukum iokumen hukum terkait desa, pembangunan daerah tertinggal

Judul Produk Hukum

Status Produk Hukum

£ Type here t

Apayang Anda cari?

Berita Terbaru

Peraturan Terbaru

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun
2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

*

~

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang P

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun
2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

2023 Tentang Rincian Prioritas Pengunaan Dana
Desa

B 27/10/2023

B127/12/2023 Foriltext D Anstrake 8127/10/2023 Rrultext D Absteak Boritet D Anstrak

TAHUN 2021 TAHUN 2022

"Website JDIH Kemendesa masih menggunakan
awalan Http dalam mengakses website, dalam hal
ini JDIH Kemendesa rentan atas serangan cyber”

Website IDIH Kemendesa sudah menggunaka'_»hf"t
Https untuk peningkatkan keamanan data serta
pembaharuan tampilan website’




Apayang Anda cari?

Berita Terbaru

Peraturan Terbaru

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun
2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang P

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,

i Desa, Daerah

Peraturan Menteri Desa, rah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun
2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
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Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun
2023 Tentang Rincian Prioritas Pengunaan Dana

Desa

ngkapnya
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Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
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E@ I seranca  Peraturan

Non Peraturan - Rancangan Peraturan - Berita

Tentang Kami ~  Gallery ~  Pojok UKE |

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peraturan Terbaru

Keputusan Menteri Nomor 395
Tahun 2024 Tentang
Pendelegasian Sebagiar
Wewenang  Menteri Dy
Pembangunan
ol

Toriing gan_Tra

Search

Memorandum

Nomor 05/

DAN 08/MOU/HK 220/M/11/2024
2024 Tentang

PEMRFRDAYAAN MASYARAKAT

DAl PENGEMBANGAN

Pilih Jenis/Kategori Dokumen

Pojok Unit Kerja

Rapat Evaluasi Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan
Daerah  Tertinggal, Dan
Transmigrasi  Nomor 12
Tahun 2018 Tentang
Pedoman Kerjasama

"Penambahan fitur baru, sudah menmgIZatnya~
kecepatan saat mengakses website;-';y.};]D‘_I;lql-:-
Kemendesa” R

-“.Terjadi gangguan pada beb&rapa fitur dan

bug, - serta

lambatnya saat mengakses
website” y




HASIL PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM KEMENDESA PDT

Ketegori Penilaian:
1. DWI TUNGGA (51-75)
2. EKA ACALAPATI (76-100)
I a1 a7 i

DWI TUNGGA EKA ACALAPATI EKA ACALAPATI EKA ACALAPATI

PENILAIAN JDIH KEM ENDESA PDTT

W2020 ™2021 ™2022 72023



PENILAIAN

KATEGORI

KET

Tahun 2020

DWI TUNGGA

Kurang lengkapnya Produk Hukum
Saat mengakses website terjadi loading yang lama
Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun

Tahun 2021

EKA ACALAPATI

Pengembangan tampilan pada website JDIH Kemendesa
Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun

Tahun 2022

EKA ACALAPATI

Melengkapi beberapa Produk Hukum yang belum tersedia

Konsisten dalam Sosialisasi Produk Hukum melalui Sosial Media JDIH
Kemendesa

Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun

Tahun 2023

EKA ACALAPATI

Membuat Brosur JDIH Kemendesa untuk mempromosikan di ruang ';.';ﬁ.'f,j;g
Informasi Publik Kementerian Desa dan PDTT g
Benchmarking di beberapa Lokasi Kementerian/Lembaga untuk .';':
perbandingan dalam pengembangan JDIH Kemendesa
Membuat Ruang Pojok Baca JDIH Kemendesa

Pengembangan tampilan website JDIH Kemendesa
Melakukan pelaporan data pada E-Report JDIHN pada akhir tahun




Kementerian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal }

PROGRES JDIH KEMENDESA
TAHUN 2025

Terjadinya
perubahan sesuai
dengan Keputusan
Presiden Nomor
133/P Tahun 2024

Pendaftaran ulang
Integrasi ke JDIHN
pasca pemisahan
JDIH Kementerian
Desa dan PDT serta
Kementerian

Transmigrasi

Perubahan beberapa
bagian pada website

JDIH seperti nama

dan Logo
Kementerian

Percepatan adaptasi
JDIH Kemendesa
PDT agar dapat
bersaing dengan
Kementerian/
Lembaga lainnyadi |
Tahun2025 . |
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PRODUK HUKUM

Undang-Undang
Pengganti UU (PERPU)
Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Peraturan Menteri Desa

Keputusan Menteri Desa

Instruksi Menteri Desa

y
2.
3,
4.
5,
6.
7.
8.
9.

Surat Edaran

—
S

Surat Keputusan
11. MoU

KETERANGAN: = -
Dari sejumlah produk hukum itu, yang sering dilihat dan‘diunduh adalah Peraturan Menteri Desa dan PDT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa e
Selain terintegrasi dengan BPHN, search engine JDIH kementerian desa PDT juga memiliki fitur tautan link ke 14 JDIH Kementerian/Lembaga, dan tidak tertutup,'-
kemungkinan dapat menambahkan tautan link JDIH Provinsi Jawa Barat. . 3




ODUK HUKUM TERBARU

Permendes PDT No. 1
Tahun 2024

Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Permendes PDT No. 1
Tahun 2025

Tentang Logo Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Penggunaannya

Permendes PDT No. 3
Tahun 2025

Tentang Pedoman Umum Pendamping
Masyarakat Desa

Permendes PDT No. 2
Tahun 2024

Tentang Petunjuk Operasional Atas
Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025

Permendes PDT No. 2
Tahun 2025

Tentang Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal

SE Menteri No. 6 Tahun
2025

Tentang Petunjuk Teknis Percepatan
Pelaksanaan Pembentukan Koperasi
Desa Merah Putih

Kementerian Desa dan Pembangunan £
Daerah Tertinggal )




Terbatasnya SDM
pengelola yg

memiliki
kompetensi
hukum &
teknologi

-

Infrastruktur
Teknologi
Informasi Belum
Merata

Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal




Penguatan
kapasitas SDM
melalui
pelatihan
teknis dan

hukum.

Penetapan uke
pengelola JDIH
secara

struktural.

Peningkatan

anggaran dan

dukungan

kelembagaan.

Integrasi JDIH
dalam sistem
perencanaan
dan
pengambilan
kebijakan dan
SPBE

Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Perlunya
integrasi JDIH
dengan
layanan publik
di daerah

terpencil.

Perlunya
affirmative
action utk
Pokmas dg
hambatan

akses hukum.

Pentingnya
edukasi hukum
berbasis
komunitas
(paralegal,
penyuluh
hukum, dil).




Optimalisasi pengelolaan JDIH merupakan langkah
strategis dalam memperkuat penerapan asas fiksi hukum
yang adil.

kte N
\

Ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses oleh
publik akan mendukung pemahaman hukum yang merata
dan memperkecil kemungkinan pelanggaran karena
ketidaktahuan.

Meskipun keterbatasan akses hukum tidak menjadi alasan
pemaaf atau pembenar secara formil, negara tetap
bertanggung jawab untuk memastikan pemerataan akses
informasi hukum sebagai bagian dari keadilan prosedural
dan perlindungan hak asasi warga negara.
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Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal
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